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Diskusi terarah “Prospek Pemajuan Hak Atas Informasi di Bantul”
diselenggarakan IDEA di Rumah Budaya Tembi, Timbulharjo,
Sewon, Bantul , Rabu (28/9).

asyarakat Kota Yogyakarta, pada bulan

September 2011 ini, baru saja mengikuti sebuah

perhelatan besar dalam kehidupan politik, yaitu
pemilihan kepala daerah (pilkada). Gegap gempita gelaran
pilkada yang memilih walikota dan wakil walikota, itu
sudah berdengung beberapa bulan sebelumnya. Tentu
dalam hal ini, peran media sangatlah penting. Melalui
medialah para kandidat yang bersaing dan berlomba dalam
pemilihan itu, saling menampakkan diri mereka. Tidak saja
saling menonjolkan diri tentang kekuatan cita-cita, kiprah
pribadi yang umumnya disertai dengan janji jika kelak
terpilih, namunkemudian, melalui media pula tampak
bagaimana ciri mereka masing-masing dalam upaya “unjuk
gigi” kepada masyarakat, selaku pemilih.

Tak bisa dipungkiri bahwa setiap kali perhelatan
semacam ini dilaksanakan, gegap gempita itu seolah hanya
meletup sesaat. Setelah pilkada usai, dan siapa yang
menjadi pemenang diketahui, maka masyarakat akan
kembali berada pada posisi mereka dalam kehidupan
sehari-hari. Perbicangan politik seolah lenyap begitu saja,
tenggelam dalam aneka perbincangan lain, terutama lebih
pada bagaimana menyiasati hidup. Bagaimana janji
kontestan pilkada itu akan dipenuhi atau tidak, seakan

bukan lagi menjadi hal penting untuk dibicarakan.
Bagaimana hidup harus berjalan seperti sedia kala, menjadi
lebih penting.

Menarik mengamati bagaimana media pers yang
berperan sebagai cermin masyarakat, itu dalam
menampung aktivitas setiap kontestan pilkada. Ada yang
jauh hari sudah menyediakan kapling tertentu, dengan isi
dikhususkan untuk pemberitaan menjelang pilkada, ada
pula rubrik istimewa yang memang disediakan dengan
penyikapan sama dengan ruang komersial. Dibungkus
dalam aneka nama rubrikasi, content yang biasa muncul
memang tidak pernah jauh dari apa yang bisa disebut
sebagai “jual kecap”’para kandidat.

Tidak pula bisa disangkal, peran media memang cukup
signifikan mendongkrak setiap keinginan siapa pun yang
hendak diketahui oleh publik. Mulai dari pengenalan
program, kampanye janji-janji, sampai dengan pewartaan
kekayaan pribadi sang calon, semua diketahui khalayak
melalui media.

Ada hal yang layak dipertanyakan dalam kasus ini,
adalah soal netralitas media. Artinya, bagaimana peran
media dalam memandang kontestasi dalam pilkada
tersebut. Adalah tidak fair jika mengamini belaka bahwa
meda sudah bertindak adil dengan menempatkan content
kampanye para calon dalam halaman yang sama,ukuran
dan luasnya pun sama. Sebab, dalam susunan teks yang
berada pada ruang yang sama dan sebangun ukurannya itu,
tentulah tidak bisa diartikan telah mengandung nilai
kesamaan. Sebab, susunan teks yang ditayangkan dalam
rubrik tersebut tentu memiliki nilai (rews value) yang
berbeda, artinya tidak bisa sama persis substantinya.
Mengapa? Banyak hal. Antara lain, bias dilihat sejauh mana
pihak pengelola media (news room) dalam memandang dan
menyikapi fakta-fakta berkenaan dengan person yang
berada dalam berbagai pihak itu sudah memenuhi aturan
baku standar kelayakan berita, dan seperti apa
mewujudkannya dalam aneka format tulisan. Sudut
pandang yang dipakai juga bisa beragam. Apakah
semuanya sudah mengedepankan demi kepentingan publik
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MG. Wiranti

MENOLONG TANPA PAMRIH

Bantul, sudah sangat dikenal, terutama perempuan

atau ibu-ibu yang aktif di desa itu. Ya, Wiranti adalah
Ketua Lembaga Keuangan Perempuan (LKP), Koperasi
Wanita (Kopwan) Lestari Desa Gilangharjo.

Sejak setahun lalu, Wiranti menjabat sebagai ketua
LKP. Sebelumnya ia menjabat sebagai pengawas LKP di
desanya. Wiranti memang terbilang aktif. Selain mengajar
di SDN Cepit, Sewon, Bantul, ia juga menjadi Ketua Balai
Perempuan Dusun Kadisoro sejak 2007 lalu. Tidak hanya
itu. Ia juga menjadi Ketua Pokja III Tim Penggerak PKK
Desa, baru-baru ini ia juga diangkat menjadi ketua Pokja II
PKK yang membidangi program pendidikan dan
keterampilan serta pengembangan kehidupan berkoperasi.

Sebenarnya, Wiranti ingin "lengser" dari berbagai
jabatannya itu. "Saya sebenarnya ingin ada kaderisasi, tapi
kok ndak ada yang bersedia, ya. Di satu sisi saya bersyukur
dipercaya banyak orang karena dipilih, tapi di sisi lain saya
jugaingin ada kaderisasi," katanya.

Perempuan kelahiran, 10 Januari 1956 ini memang
ingin sekali berbagi dengan warga. Seperi halnya sebagai
Ketua pokja III yang membidangi program pangan,
sandang, perumahan dan tatalaksana rumah tangga
berusaha ia terapkan di rumah dengan menanam berbagai
sayuran seperti terung, tomat, selada air, sawi dan cabe di
pekarangan rumahnya. "Rumah saya tidak terlalu besar
pekarangannya, tapi saya hobi menanam sayuran dalam
pot. Hobi ini sekaligus menjadi wujud penerapan sesuatu
yang saya dapat, agar warga dapat mencotoh saya.
Sehingga saya tidak asal bicara saja tapi juga saya terapkan
dirumah," kata Wiranti.

Istri FX. Priyatmodo, mantan dukuh, ini mengakui
memberikan informasi atau sosialisasi kepada perempuan-
perempuan di desanya butuh kesabaran. Tentang LKP saja,
tidak semua perempuan di desanya sudah mengetahui dan
peduli. Masih banyak yang belum tahu sehingga ia harus
lebih banyak menginformasikan kepada warga. Padahal
menurut dia, menjadi anggota LKP sangat diuntungkan,
tetapi masih ada saja yang menganggap bahwa uang
simpanan wajib (SW) akan hilang jika tidak lagi menjadi
anggota. Padahal tidak demikian adanya.

Menurut Wiranti, dengan adanya Krida sebagai koran
atau media warga dan anggota redaksinya yang aktif dua
warga desanya, sangat membantu terinformasikannya hal-
hal penting untuk perempuan, tanpa ia harus banyak turun
ke lapangan mensosialisasikannya.

Ketika ditanya bagaimana menghadapi masalah dalam
kepengurusan LKP, Wiranti menjelaskan , "orang yang
bayar kreditnya macet akan ia datangi dan ditanya baik-
baik, kapan akan mengangsur kembali. Jika ditanya baik-

S osok Wiranti bagi warga Desa Gilangharjo, Pandak,
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Foto awd

baik, toh orang akan baik pula menjawabnya. Dan biasanya
ia akan bercerita mengapa tidak membayar dan bersedia
membayar kembali," kata ibu tiga anak itu.

Perempuan yang sudah mempunyai satu cucu, ini
memang tidak "tega" melihat orang yang berkesusahan.
Meski tanpa pamrih ia akan merasa bersedih jika ada
anggota LKP yang akan meminjam uang, sementara saldo
tidak mencukupi.

"Pernah ada kejadian ketika banyak sekali anggota
yang hendak meminjam uang , namun dana tidak
mencukupi. Saya sangat sedih sekali, sampai tensi (tekanan
darah) saya naik, sehingga saya di bawa ke IGD (instalasi
gawat darurat). Saya bersyukur ternyata, persoalan
terselesaikan dengan adanya bantuan dari Asppuk
(Asosiasi Pendamping Perempuan usaha ekonomi). Saya
amat puas dapat menolong orang, apalagi dengan bantuan
ituusaha orang tersebut berkembang," ujarnya.

Ibu dari Faransiska Diah Prasanti (32), Agustinus
Wahyu Hermawan (30) dan Stefanus Kriswanto (29) ini
sangat bersyukur karena ketiga anaknya semua sudah
selesai kuliah. "Meski mereka hanya Diploma 3, saya
bersyukur. Jika mereka mau melanjutkan kuliah lagi
silakan, karena masing-masing sudah mampu
berwirausaha," tuturnya.

Menurut Wiranti, anak bungsunya lulusan Universitas
Negeri Sebelas Maret dan pernah bekerja sebentar, tetapi
memilih keluar lantas berwirausaha ikan hias di rumahnya.
Di Dusun Kadisoro, Gilangharjo memang terkenal akan
kelompok usaha ikan hias yang dikerjakan beberapa
warganya. Saat ini ada 30 kelompok dengan kurang lebih
200 kolam yang berisi aneka macam ikan hias.

Pasca peristiwa gempa Mei 2006 lalu, bantuan untuk
warga, khususnya pemberdayaan ekonomi perempuan 75
persen digunakan untuk usaha ekonomi. Saat ini situasi
sudah lebih baik. Sehingga bantuan untuk pengembangan
usaha ekonomi bagi perempuan tinggal 50 persen. Dengan
adanya bantuan itu, yang dulu menjadi buruh emping, bisa
meningkat menjadi pengusaha meski pun tidak terlalu
besar.

Harapan Wiranti, dengan adanya bantuan untuk
pengembangan ekonomi yang diperuntukkan bagi para
perempuan di Desa Gilangharjo dan desa-desa lain di
Bantul dapat pula meningkatkan taraf hidup para
perempuan. Itulah harapan seorang Wiranti, yang tanpa
pamrih terus membantu orang lain. Semoga. (may)
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Himpunan Ingatan dalam Kumpulan Puisi

* Peluncuran Buku Puisi Slamet Riyadi Sabrawi

Tengah 16 Yogyakarta, malam itu (Jumat 16/9)

sedikit berbeda. Tempat itu sedang punya gawe,
rupanya. Terdapat deretan kursi warna merah di depan
pendapa, dan dua meja kayu disusun rapi, dilapisi taplak
motif Timor, di timur pendapa, dekat pintu masuk. Di meja
itu tersaji makanan “heritage”. Ada geblek dan tempe kara
khas Kulonproga, ada wajik, kacang rebus dan gandhos
hangat gurih. Minumannya kopi dan teh panas. Air mineral
jugatersedia.

Suasana pendapa Karta Pustaka, di Jalan Bintaran

Satu demi satu tetamu pun berdatangan. Mereka
langsung disambut tuan rumah, digiring untuk
menghampiri meja yang ditata rapi itu. Sambil menunggu
acara dimulai, mereka bercengkerama, bernostalgia.
Maklum, sebagian yang hadir ada yang sudah tidak pernah
bertemu beberapa waktu, bahkan dalam hitungan tahun.

Begitulah, malam itu adalah acara peluncuran buku
puisi bertajuk Tiba-Tiba Ingatanku Menjalari Tubuhmu,
berisi 100 sajak karya Slamet Riyadi Sabrawi. Mereka yang
hadir, para pegiat, pemerhati sastra, tak hanya seangkatan
dengan sang penyair, tapi juga ada anak-anak muda dan
tentu saja beberapa wartawan.

Ketika membuka acara, pada pukul 20.15 WIB, Anggi
Minarti, selaku Direktur Karta Pustaka, mengatakan,
suasana santai yang ingin didapatkan pada acara itu lebih
pada semangat untuk menggayuh keakraban, keriungan
dan kehangatan. Beberapa hadirin duduk lesehan di
pendapa yang digelari tikar. Sebuah level kecil, ditutup kain
hitam, berukuran tika kali tiga meter berada di titik pandang
atau pusat pendapa itu. Selanjutnya Anggi menjadi
pemandu seluruh rangkaian acara malam itu. Acara utama
adalah peluncuran buku kumpulan puisi itu, ditandai
dengan pembacaan puisi yang dibawakan oleh para penyair
dan seniman Yogyakarta.

Sebagai pembuka, sebelum pembacaan puisi digelar,
hadir Halim HD, yang dikenal sebagai networker
kebudayaan bermukim di Solo, menyampaikan “curhat”
nya. Bukan sesorah atau ceramah. Adalah Halim HD yang
sekitar 40 tahun lalu, sudah berkenalan dengan Slamet
Riyadi ketika sama-sama menempuh studi di Universitas
Gadjah Mada. Sampai sekarang persahabatan itu tak pernah
lekang oleh waktu.

atau warga? Pertanyaan ini bisa dijawab jika diadakan
penelitian lebih lanjut soal ini. Hanya saja, dalam kaitan
pewartaan kampanye yang berprinsip pada setara dalam
penyediaan ruang, kiranya belum bisa disebut sebagai
alasan telah memberlakukan prinsip adil terhadap para
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Pada curhatnya itu, Halim antara lain mengatakan,
dirinya sudah lama tidak percaya pada televisi dan tidak
lagi membaca berita-berita dari media mainstream yang
hanya itu-itu melulu. “Saya lebih memilih untuk kembali
pada buku, pada teks” ujarnya. Menurut Halim, kehadiran
Slamet Riyadi dengan buku puisinya itu, merupakan salah
satu titik jawaban tentang kembalinya diri pada teks, pada
buku, bukan pada tontonan.

Lantas acara puncak pun dimulai. Slamet Riyadi
mengawali pembacaan puisi malam itu. Dia membacakan
sajak berjudul Tikus dan Keluh. Kemudian berturut-turut
Ikun SK membacakan antara lain Doa Kesepian Menjelang
Pagi, Helga Korda dengan Mencatat Malam, Meringkas
Siang, dari Buku ke Rindu, Hamdy Salad dengan puisi
Putih dan Kepada Kedua Pencatat yang ditampilkan
dengan penuh semangat, energik dan “garang”.

Pembaca puisi yang lain adalah Ons Untoro, Hari Leo,
Aryoko, Budi Ismanto, Evi Idawati, Landung Simatupang,
Iman Budi Santosa dan Teguh Ranusastra Asmara. Dua
nama terakhir, ini adalah teman seangkatan Slamet Riyadi
Sabrawi pada Persada Studi Klub (PSK) pimpinan Umbu
Landu Paranggi, awal tahun 70-an, yang bermarkas di
Malioboro, Yogya.

Landung Simatupang hadir dengan sajak Sapi, Kuda
dan Seekor Puisi. Akan halnya Iman Budi Santosa, selain
membacakan puisi karya Slamet Riyadi, juga membacakan
puisi karyanya sendiri, yang kemudian diberikan kepada
Slamet Riyadi.

Sedangkan Seniman musik Krishna Encik, membuat
aransemen beberapa puisi karya Slamet Riyadi, kemudian
dianyanyikan.

Rangkaian acara malam itu berlangsung meriah
adanya. Sebuah acara yang untuk saat ini sering dianggap
kurang populer, karena itu kehadiran sekitar 75 orang pada
malam tersebut, sungguh merupakan apresiasi tersendiri
bagi dunia sastra kini. Seorang pembaca puisi, yang bisa
dibilang remaja ABG (anak baru gedhe), bernama Fitra,
malam itu mengatakan, puisi Slamet Riyadi ditulis dengan
gaya ‘“jadul” (zaman dahulu-awd), tapi dia tetap saja
mendapatkan sesuatu yang baru mengasyikkan, kemudian
mencoba menikmati dan memahami.

kontestan dalam kaitannya memberikan wacana dan
kemanfaatan bagi publik. Kiranya persoalan ini cukup
menarik untuk dijadikan pemikiran, khususnya dalam
menyoroti posisi dan netralitas media, berkait dengan fakta
politik dalam skala yang terkecil sekali pun.(*)

DAPUR INFDO

Buku ini merupakan kumpulan puisi kedua karya
Slamet Riyadi. Buku pertama, Lilin-lilin melawan angin,
diluncurkan dua tahun lalu, 7 September 2009 di
pendapa LP3Y.

Buku ini berisi sajak-sajak yang bertema aktual.
Menurut Suminto A.Sayuti, dalam tulisannya pada

pengantar buku ini, antologi puisi ini mungkin saja benar
sebagai himpunan ingatan penyair terhadap masa-masa
yang telah dilewatinya, sebagai “kenangan”. Akan tetapi, di
balik itu, terdapat kesungguhan dalam upaya
memaknainya.(awd)

Rapat Redaksi pun Bawa Dagangan

Dari Rapat Perencanaan Krida

Ay

Redaksi Krida (Tin Ratmanta, Umi Narsih dan Emy Cayarani),
diteman Ratmanta saat membahas agenda Krida edisi September
di rumah Dedi Purwadi, di Kalangan, Bangunjiwo, Bantul, Minggu (25/9).

apat perencanaan isi koran warga Krida untuk edisi
September 2011 agak berbeda dengan rapat-rapat
ebelumnya.

Sejak perencanaan edisi perdana November2010
hingga edisi sembilan rapat perencanaan dilakukan di
rumah warga yang menjadi anggota redaksi, bergiliran di
Desa Wonolelo, Joho (Jambidan), Warungpring
(Mulyodadi) dan Kadisoro (Gilangharjo, Pandak).

Untuk edisi September rapat dilakukan di rumah
pendamping program, Dedi H Purwadi (LP3Y), di
Kalangan, Bangunjiwo, Bantul, Minggu (25/9). Ini juga
menanggapi usulan anggota redaksi pada rapat-rapat
terdahulu. “Mbok sekali-sekali di rumah Pak Dedi,” begitu
usul salah seorang anggota redaksi yang disepakati anggota
lainnya.

Karena rapat perencanaan ini masih di bulan Syawal,
maka rapat pun sekalian dengan acara syawalan meskipun
amat sederhana.

Sayang, anggota redaksi yang hadir amat minim.
Hanya tiga orang, yaitu Emy Cayarani dan Umi Narsih dari
Kadisoro, Desa Gilangharjo dan Tin Ratmanta yang
ditemani suami, Ratmanta, dari Joho, Desa Jambidan.

Anggota redaksi lainnya berhalangan, seperti ada
pertemuan dusun yang berlangsung pada waktu yang sama,
menghadiri pertemuan wali murid, dan ada juga yang
njagong manten ke Magelang. Meski tak hadir, melalui
pesan singkat mereka mengabarkan akan mengirim naskah
berita dari desa masing-masing melalui email.

Walaupun rapat hanya dihadiri segelintir anggota
redaksi, seperti pernah terjadi juga pada edisi-edisi
sebelumnya, tetap menghasilkan  keputusan untuk
menerbitkan Krida edisi September. Apalagi, dari
inventarisasi bahan tulisan yang sudah masuk dan akan
dikirim melalu email, bahan-stok bahan tersebut dinilai
mencukupi untuk mengisi Krida meskipun dengan jumlah
halaman yang terpaksa harus dikurangi.

Untuk edisi September bahan-bahan tulisan yang
tersedia antara lain cerita syawalan organisasi wanita di
Kadisoro, Gilangharjo yang ditulis Emy Cayarani
(kadisoro, Gilangharjo), Pelatihan Audit Sosial tentang
Kesehatan yang ditulis Umi Narsih, juga dari Kadisoro, dan
kegiatan ibu-ibu anggota BKM Desa Jambidan yang
mengikuti Outbond di Turi, Sleman.

Usai rapat, anggota redaksi Krida makan siang di teras
belakang yang langsung menghadap ke kebun jati yang saat
ini tengah meranggas karena musim kemarau. Menunya
sederhana saja: lontong opor.

Ada yang menarik pada rapat kali ini. Bukan tentang isi
rapat atau suasana rapat. Tapi tentang salah seorang peserta
rapat. Bu Umi Narsih. Boncengan sepeda motornya
dipenuhi tas besar. Isinya emping ketela. “Ini pesanan.
Sekalian ke utara, ke sini dulu terus nganter ini,” kata Umi.

Umi Narsih adalah salah satu anggota redaksi Krida
yang sehari-harinya berprofesi sebagai pedagang. Dia tidak
buka toko di rumah, memang. Dia melayani berbagai
pesanan pelanggan. Apa saja. Mulai makanan sampai
pakaian. Mulai blender sampai mesin jahit. Kemudian dia
mengantar pesanan itu ke pembeli atau pelanggannya,
seperti pada rapat Krida September. Usai rapat, dia
langsung menuju rumah pelanggan mengantar pesanan

emping. (ded)
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Informasi Publik Soal HIV- AIDS
Masih Banyak Dibungkus Sensasi

pandang yang berbeda. Sehingga fakta yang sama,

jika sudah menjadi berita, belum tentu sama dalam
hal penyampaiannya kepada pembaca. Semua itu tidak
terlepas dari sudut pandang (angle), preferensi dan
referensi sipeliput fakta tersebut.

Sebagai contoh, fakta atau peristiwa tentang konferensi
pers tentang preview acara Pertemuan Nasional (Pernas)
yang diselenggarakan pada 3-6 Oktober 2011. Setelah
membaca beberapa berita di suratkabar harian, fakta yang
sesungguhnya terjadi adalah adanya sebuah konferensi pers
yang digelar sebelum Pernas berlangsung. Konferensi pers
disampaikan oleh panitia Pernas yang terdiri atas anggota
Komisi Penanggulangan AIDS (KPA) DIY Yanri Wijayanti
Soebronto, dan Riswanto, selaku Sekretaris KPA DIY dan
Syaiful Harahap dari KPAN (Komisi Penanggulangan
AIDS Nasional). Dalam pertemuan itu banyak hal yang
disampaikan panitia, mulai dari jumlah peserta yang akan
hadir, makalah yang disajikan, beberapa tema makalah
yang didiskusikan dan lain sebagainya.

Namun meski faktanya sama, media atau suratkabar
sangat beragam menjadikan peristiwa itu sebagai berita.
Keberagaman dapat dilihat salah satu adalah melalui judul
berita.

Simak judul di media, di antaranya; Kedaulatan Rakyat
(22/9, hal 2) dengan judul berita “Pemda Dituntut Lebih
Peduli HIV & AIDS”. Sedangkan Harian Jogja (22/9, hal
14) dengan judul “Puluhan anak di DIY idap HIV/Aids”,
Tribun Jogja (22/9, hal 10) menurunkan berita tersebut
dengan judul “Pemahaman Remaja masih minim” dan
Koran Tempo (22/9, hal B1) pada Suplemen Jawa Tengah
dan Yogyakarta diberi judul “Ratusan Pengidap AIDS
bertemu di Yogyakarta”.

Sebuah fakta bisa saja disampaikan dari sudut

Cenderung sensasional

Pengamatan selintas dari media yang menyajikan
peristiwa itu, tidak ada yang menyajikan secara utuh atas
peristiwa yang terjadi. Meskipun substansi fakta tidak
melenceng jauh dari berita yang dibuat, namun
kecenderungannya informasi yang hendak disampaikan
masih saja mengandung unsur sensasi.

Sensasionalitas yang dimaksud dapat dilihat dari
penyebutan angka dan dramatisasi peristiwa. Seperti yang
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- iappfind.com

disaiitkan Koran Tempo: pada lead atau teras berita
"....sekitar 1.500 pemerhati AIDS yang separuhnya
merupakan pengidap mematikan itu akan mengikuti
pernas. “Mereka bahkan ada yang masih harus membawa
alat pencuci darah saat acara berlangsung,” mengutip Yanri
Wijayanti Subronto, anggota Komisi Penanggulangan
AIDSDIY.

Pilihan jurnalis yang mengutip pernyataan Yanri
tersebut mengundang tanda tanya, jangan-jangan jurnalis
tersebut tidak paham tentang persoalan HIV dan AIDS.
Sebab, kutipan itu yang dapat menimbulkan pertanyaan
dan stigma terhadap ODHA (orang dengan HIV dan AIDS),
bahwa mereka yang mengidap HIV digambarkan dengan
selalu membawa alat pencuci darah. Padahal tidaklah
demikian adanya.

Hal yang sangat disayangkan, substansi persoalan yang
penting dalam Pernas AIDS itu malah disajikan pada alinea
2 dan 3. Dalam kedua alinea tersebut dikemukakan, antara
lain, ada 700 makalah dan salah satu tema adalah
membahas efektivitas penetapan 47 perda (peraturan
daerah) anti pelacuran dan penanggulangan AIDS yang
diterapkan 45 kabupaten, 1 kota dan 1 provinsi. Selain itu
disebutkan juga tema lainya yakni perkembangan model
penularan AIDS di berbagai daerah yang menunjukkan
perubahan dinamis.

Kecenderungan sensasional juga terdapat pada
suratkabar Harian Jogja. Pada lead berita tersebut ditulis:
Puluhan anak-anak di DIY menderita HIV/Aids lantaran
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terjangkit virus mematikan itu dari orangtuanya. Mengutip
Riswanto, Sekretaris KPA DIY, setelah melakukan
jumpapers.

Penyebutan angka puluhan tersebut lagi-lagi
menonjolkan unsur magnitude-nya. Dalam alinea
berikutnya selain diinformasikan jumlah pengidap HIV di
DIY, juga diinformasikan tren peningkatan jumlah anak
yang terinfeksi.

Namun lain halnya dengan suratkabar Tribun Jogja.
Informasi yang disajikan melalui lead yang mengutip Yanri
tentang pengetahuan dan pemahaman HIV/AIDS,
khususnya untuk kalangan usia 15 tahun ke atas yang
minim. Menurut Yanri, hal ini dapat dimungkinkan karena
koordinasi antar stakeholder belum terjalin dan berjalan
dengan lancar. Sehingga pada aline berikutnya dijelaskan
pemahaman dasar bahaya HIV/AIDS dan penanggu-
langannya sangat dibutuhkan semua orang.

Senada adalah suratkabar harian Kedaulatan Rakyat,
terlepas dari unsur teknis panjang berita, Kedaulatan
Rakyat (KR) mengangkat isu yang berbeda dari peristiwa di
atas. Pada /ead, KR memaparkan Pemerintah daerah, mulai
dari gurbernur,/bupati/walikota dituntut lebih peduli
terhadap masalah HIV&AIDS. Hal ini berarti Pemda tidak
boleh memandang sebelah mata dan diskriminasi terhadap
mereka yang terinfeksi serta tidak menabukan bicara
tentang kondom.

Tidak semua warga masyarakat membaca banyak
koran. Biasa masyarakat hanya membaca satu koran dalam
sehari. Namun pertanyaannya bagaimana publik dapat
mengetahui informasi secara utuh jika informasi yang
disajikan setiap media hanya separuh, secuil bahkan tidak
lengkap karena memaparkan fakta yang tidak lengkap.
Tidak keliru jika media memakai sudut pandangnya dalam
memberitakan suatu fakta. Namun perlu dipikirkan lebih
lanjut, apakah publik dapat mengetahui informasi itu
dengan memadai. Unsur kelengkapan dalam menulis
sebuah berita seringkali tidak dipikirkan, apalagi menggali
lebih jauh tentang bagaimana publik menerima
kemanfaatan dari berita yang ditayangkan dari sekadar
hanya informasi tentang peningkatan jumlah misalnya.
Belum lagi jika berbicara tentang teknis penulisan. Masih
banyak jurnalis keliru menulis tentang AIDS yang ditulis
dengan Aids. Jelas keduanya sangat berbeda arti. AIDS
merupakan singkatan dari Acquired Immune Deficiency
Syndrome yang berarti kumpulan gejala penyakit yang
disebabkan oleh menurunnya kekebalan tubuh, sedangkan
dan kata Aids adalah kata dalam bahasa Inggris yang
berarti: bantuan.

Seringkali jurnalis menyebutkan bahwa AIDS adalah
penyakit mematikan, seolah mendramatisasi keadaan. Toh
saat ini sudah ditemukan obat yang dapat menahan laju
pertumbuhan HIV. Mungkin jurnalis memang belum tahu

banyak tentang HIV dan AIDS ini. Bahkan, banyak ODHA
yang masih bertahan hidup lama, jika ia menjalani
hidupnya dengan sehat.

Media sesungguhnya tidak sekadar memberikan
informasi, tetapi juga berperan dalam memberikan
pemahamn kepada publik mengenai persoalan ini. Dari
tahun ke tahun isu atau tema yang disampaikan dalam HAS
(Hari AIDS Sedunia) ataupun dalam MRAN (Malam
Renungan AIDS Nasional) selalu berubah. Perubahan tentu
disesuaikan dengan kebutuhan atau persoalan yang sedang
mengemuka.

Seperti misalnya tema HAS pada tahun 1999
"Dengarkan, Pelajari, Hidupi: Kampanye AIDS Sedunia
dengan Anak-anak dan Orang Muda", tahun 2003 dengan
tema "Stigma dan Diskriminasi", 2004 "Perempuan, Gadis,
HIV dan AIDS", dan 2010 adalah Universal Access and
Human Right. Untuk Indonesia, tema tersebut
diterjemahkan menjadi Akses Universal dan Hak Asasi
Manusia. Sedangkan subtemanya adalah Peningkatan hak
dan akses pendidikan untuk semua, guna menekan laju
epidemi HIV di Indonesia menuju tercapainya Tujuan
Pembangunan Milenium (MDG), sementara seruan yang
akan terus dikumandangkan adalah : "STOP AIDS,
TINGKATKAN HAK DAN AKSES PENDIDIKAN
UNTUK SEMUA".

Adanya perubahan tema yang menjadi perhatian
kalangan peduli AIDS sebagai langkah strategi emencari
solusi dari sejumlah masalah atau persoalan yang
menyelimuti fenomena ini. Sehingga dengan adanya tema
tersebut diharapkan pihak-pihak dapat fokus kepada
persoalan yang ada.

Gambaran sederhana ketika pertama HIV ditemukan,
persoalan mendasar adalah sosialisasi, kemudian
berkembang adanya stigma terhadap orang yang diketahui
terinfeksi. Saat ini berkembang dengan obat-obatan yang
diketahui dapat memperlambat laju pertumbuhan virus.
Atau misalnya tren penularan, awalnya melalui hubungan
seksual, selanjutnya melalui narkoba suntik atau injection
druguser (IDU).

Bertolak dari gambaran persoalan di atas,
sesungguhnya masih banyak hal yang dapat diangkat agar
publik paham lebih jauh terhadap masalah ini. Untuk itulah
media dilibatkan karena dianggap dapat membantu
menyebarkan informasi secara cepat kepada publik.
Informasi tersebut jelas diharapkan dapat memberi
pemahaman yang tepat kepada publik. Tapi sayang,
perwujudan upaya pemenuhan atas hak warga
negara/publik untuk mengetahui (right to know) persoalan
AIDS oleh media, seringkali hanya sebatas permukaan, dan
sensasi. Sehingga seperti itu pula publik menerima
informasi tentang persoalan HIV dan AIDS ini. (may)
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erkait masa kampanye para pasangan calon

walikota yang dimulai sejak 8 September 2011

hingga 21 September 2011, salah satu harian
terbitan Yogyakarta menurukan judul berita utama pada
halaman depan sebagai berikut: Umbar janji paslon
dimulai (Harian Jogja, 9/9/11).

Judul yang menggelitik. Di satu sisi judul itu
menggambarkan realitas yang selalu terjadi saat kampanye
pemilihan di mana pun, yaitu masa kampanye memang
menjadi kesempatan bagi calon yang bersaing dalam
pemilihan untuk memikat perhatian calon pemilih dengan
cara mengumbar janji. Di sisi lain, tersirat pesan sebagai
peringatan kepada setiap calon pemilih agar tidak mudah
terpengaruh oleh janji yang diumbar oleh calon yang
sedang bertarung untuk menjadi walikota Yogyakarta.
Pesan kepada calon pemilih agar tidak mudah terpengaruh
oleh janji yang diumbar oleh pasangan calon
walikota/calon wakil walikota selama masa kampanye itu
sudah tentu bisa digolongkan sebagai pencerminan sikap
suratkabar tersebut dalam menjalankan peran yang
diembannya sebagai institusi sosial. Yaitu ikut
melaksanakan pendidikan politik bagi khalayak
pembacanya, yang kebanyakan adalah warga kotamadya
Yogyakarta. Melalui pesan itu, khalayak pembaca sebagai
calon pemilih diajak bersikap kritis.

Masa kampanye pemilihan walikota/wakil walikota
Yogyakarta berlangsung selama 14 hari. Waktu selama itu
dianggap cukup bagi pasangan calon walikota/calon wakil
walikota untuk menyampaikan janji atau program yang
akan dilaksanakan apabila kelak terpilih. Karena itu, apa
saja janji atau program yang dikemukakan setiap pasangan
calon walikota/wakil walikota yang sedang bersaing
selama masa kampanye, diasumsikan akan dapat diketahui
khalayak (baca calon pemilih) melalui pemberitaan
suratkabar.

Akan tetapi, suratkabar diasumsikan pula tidak hanya
meneruskan (mereproduksi) janji atau program setiap
pasangan calon walikota/calon wakil walikota sebagai
informasi yang disajikan kepada khalayak. Secara ideal,
suratakabar (baca: pers) ikut berperan dalam
menumbuhkan sikap kritis khalayak sebagai calon pemilih.
Ini bisa dilakukan antara lain dengan laporan atau artikel
yang memuat informasi pembanding terhadap janji atau
program yang disampaikan pasangan calon walikota/wakil
walikota selama masa kampanye.

Berdasarkan asumsi tersebut, pertanyaan berikut bisa
dikemukakan: Apakah suratkabar terbitan Yogyakarta,
yang khalayak pembaca utamanya adalah warga
Yogyakarta yang akan menjadi calon pemilih, melalui
produk informasi yang disajikan terkait dengan janji atau
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program yang disampaikan setiap pasangan calon
walikota/calon wakil walikota selama masa kampanye,
sudah menunjukkan peran dalam hal ikut menumbuhkan
sikap kritis calon pemilih atas janji atau program
dimaksud?

Agar pertanyaan tersebut dapat dijawab, dilakukan
pengamatan atas tiga suratkabar, yaitu: Harian Kedaulatan
Rakyat, Harian Jogja, dan Harian Tribun Jogja, yang terbit
antara tanggal 8 September 2011 hingga 21 September
2011.  Waktu pengamat tersebut dipilih berdasarkan
pertimbangan bahwa selama masa kampanye tersebut,
besar kemungkinan janji atau program yang dilontarkan
pasangan calon saat kampanye akan diberitakan suratkabar.
Adapun yang diamati adalah produk informasi setiap
suratkabar tentang janji atau program setiap pasangan calon
walikota/calon wakil walikota yang ditemukan dalam
berita, artikel opini, dan tajuk rencana. Setiap informasi
yang diamati, dikategorikan menjadi dua: Pertama,
informasi yang hanya mereproduksi janji atau program
pasangan calon walikota/calon wakil walikota. Kedua,
informasi yang menumbuhkan sikap kritis khalayak (baca:
calon pemilih) atas janji maupun program yang sampaikan
calon walikota/calon wakil walikota selama masa
kampanye.

Informasi dikategorikan sebagai informasi yang
mereproduksi janji atau program pasangan calon
walikota/calon wakil walikota apabila informasi tersebut
hanya memuat janji atau program pasangan calon
walikota/calon wakil walikota apa adanya sebagaimana
disampaikan saat kampanye.

Informasi dikategorikan sebagai informasi yang
menumbuhkan sikap kritis khalayak apabila mengandung
wacana yang mendorong khalayak untuk menggunakan
rasionalitas dalam menilai janji atau program pasangan
calon walikota/calon wakil walikota, atau menyajikan fakta
empiris sebagai pembanding terhadap janji atau pasangan
calon walikota/calon wakil walikota, atau memuat
pandangan setiap pasangan calon walikota/calon wakil
walikota atas suatu isu sehingga berdasarkan pandangan itu
warga bisa membandingkan pasangan calon yang mana
lebih mendekati aspirasi mereka.

Diawali dengan landasan pemikiran yang digunakan,
dalam paparan berikut hasil pengamatan dapat disimak.

Memilih Peran

Dalam pemilihan umum, tidak kecuali dalam
pemilihan umum kepada daerah, pers bisa menjalankan
sejumlah peran. Pers bisa menjadi corong. Pers dapat
hanya sebagai pemasok informasi bagi khalayak. Pers
dapat pula menjalankan fungsi kontrol demi kepentingan
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publik. Lalupersjuga dapat berperan menumbuhkan debat
publik. (Menuju Masyarakat Kewargaan: Dinamika
Politik dan Agenda Pers dalam Pemilu, 1P3Y dan The
Asia Foundation, 1999).

Peran mana yang dipilih pers tergantung pada iklim
politik yang berkembang dan komitmen yang dimiliki.
Dalam iklim politik yang demokratis dan menghargai hak
setiap warga Yogyakarta untuk memperoleh informasi atas
pasangan calon walikota/ calon wakil walikota, pers secara
bebas dapat memilih salah satu atau lebih peran yang
disebutkan di atas, tergantung komitmen yang dimiliki.
Namun, secara ideal, pers seyogyanya tidak memosisikan
diri hanya sebagai pemasok informasi belaka, melainkan
secara aktif ikut mendorong agar proses menuju kehidupan
politik yang demokratis terus berlangsung di atas jalan
yang benar dan tepat.

Proses demokratisasi berkembang apabila tersedia
ruang bebas bagi publik (ruang publik, public sphere) yang
bersifat netral. Di ruang bebas inilah setiap pihak secara
merdeka dapat mengutarakan pengalaman, kesaksian,
pendapat, dan lain-lain, tanpa tekanan pihak manapun,
sekalipun semua itu berbeda satu sama lain.

Pers idealnya dapat menjadi ruang bebas dimaksud.
Maka, dalam konteks pemilihan walikota Yogyakarta,
ketika pasangan calon melontarkan program yang terkait
dengan kepentingan publik sebagai upaya menarik suara
calon pemilih, pers seyogyanya mampu menumbuhkan
kritisisme khalayak (calon pemilih) tentang program
tersebut, baik melalui laporan maupun debat publik.
Melalui laporan, dilengkapi dengan fakta empiris dan juga
pendapat narasumber ahli, bisa dikritisi sejauh mana
program yang dilontarkan pasangan calon bisa
dilaksanakan, atau program tersebut hanya sekadar janji
gombal. Dengan demikian, melalui laporan, khalayak
disodori makna lain dari apa yang dikemukakan pasangan
calon saat kampanye (Jurnalisme & Etika Publik,
monografiterbitan LP3Y dan Yayasan Tifa, 2009).

Mereproduksi

Sebagaimana dikemukakan di atas, tiga suratkabar
yang diamati telah menyiarkan informasi tentang berbagai
hal terkait dengan pemilihan umum walikota Yogyakarta
sejak 5 September 2011. Baragam hal yang diinformasikan
mencakup persiapan pemilih oleh KPU setempat,
persiapan kampanye oleh pasangan calon walikota/calon
wakil walikota serta para pendukungnya, kegiatan selama
kampanye serta janji maupun program sebagai materi
kampanye, dan sebagainya.

Apabila ditabelkan berdasarkan format penyajian,
maka produk informasi yang disajikan tiga suratkabar yang
diamati tentang pemilihan walikota/wakil walikota dapat
disimak sebagai berikut.

Tabel 1
Jumlah Produk Informasi Tiga Suratkabar
Tentang Pemilihan Walikota/Wakil Walikota Yogyakarta

Berit: : Artikel
Surat kabar Laf)r(;ri’n Tajuk Oplinei Jumlah
Kedaulatan
Rakyat 74 4 4 82
Harian Jogja 57 2 4 63
Tribun Jogja 53 1 0 54

Sesuai kriteria yang ditetapkan di atas, sudah tentu
tidak semua item informasi sebagaimana tercatat dalam
tabel tersebut layak dimasukkan dalam dua ketegori yang
telah ditetapkan, yaitu informasi tentang janji atau program
pasangan calon walikota/ calon wakil walikota. Jadi,
sebagai contoh, informasi tentang kegiatan KPU dalam
mempersiapkan pemilihan, seperti mempersiapkan kotak
suara, surat suara, dan sejenisnya, tidak layak dimasukkan
dalam dua kategori dimaksud.

Maka, berdasarkan pertimbangan tersebut, setelah
mencermati setiap muatan informasi yang diamati,
diperoleh tabel berikut.

Tabel 2
Jumlah Produk Informasi Tiga Suratkabar
Berdasarkan Kategori: Menumbuhkan Kritisime
Calon Pemilih dan Mereproduksi Wacana Pasangan Calon

Surat kabar M(;g._n.n‘t.)uhkan Mereproduksi Jumlah
1t1sisme
Kedaulatan
Rakyat 15 45 61
Harian Jogja 8 55 49
Tribun Jogja 15 28 43

Merujuk Tabel 2 di atas, bisa dikatakan bahwa bahwa
tiga suratkabar yang diamati menunjukkan kecenderungan
lebih banyak mereproduksi wacana yang dikembangkan
pasangan calon walikota/calon wakil walikota. Apalagi
kalau dicermati lebih seksama, item informasi yang
termasuk kategori menumbuhkan kritisisme lebih banyak
disumbangkan tajuk rencana dan artikel opini. Sedang
laporan yang disusun berdasarkan fakta empiris sebagai
gambaran realitas mutakhir kondisi Yogyakarta dan
warganya sebagai pembanding terhadap janji atau program
yang dilontarkan pasangan calon, tidak ditemukan.

Kecenderungan itu bisa dilihat dalam berita yang
disiarkan setiap suratkabar yang diamati. Berita tentang
kegiatan kampanye oleh pasangan calon walikota/calon
walikota tertentu di suatu tempat disajikan apa adanya,
lengkap dengan janji atau program yang dikampanyekan.

..................... bersambung ke hal 9
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N2 Informasi Publik
Belum Mudah Diakses Publik

Valentina Sri Wijiyanti saat memimpin diskusi terarah
“Prospek Pemajuan Hak Atas Informasi di Bantul”
di Rumah Budaya Tembi, Rabu (28/9)

diakses publik. Instansi pemerintah pun tak mudah

mendapatkan informasi tersebut dari instansi lain.
Padahal, sejak 2008 sudah ada undang-undang yang
menjamin akses publik atas informasi publik, yaitu UU
14/2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.

Fakta itu disampaikan seorang staf kantor Pejabat
Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Kabupaten
Bantul.

“Untuk dapatkan informasi dari instansi lain kami juga
kesulitan. Tak mudah. Padahal ini sama-sama instansi
pemerintah,” katanya pada diskusi terarah Prospek
Pemajuan Hak Atas Informasi di Kabupaten Bantul, di
Rumah Budaya Tembi. Timbulharjo, Sewon, Bantul, Rabu
(28/9).

Belum mudahnya informasi publik diakses masyarakat
dialami dan disaksikan para peserta diskusi yang
diselenggarakan IDEA Yogya ini.

Diskusi terarah yang diikuti perwakilan-perwakilan
warga desa di Bantul, pejabat PPID Bantul, Kopel Bantul,
LP3Y, ASPPUK, CRI dan media, ini merupakan bagian
dari program Pelembagaan Partisipasi dan Kebebasan
Informasi Publik untuk Menjamin Akses Kelompok
Marginal dan kelompok Perempuan atas Sumberdaya
Ekonomi dan Kebijakan Publik yang diampu kolaborasi
LP3Y-ASPPUK-IDEA.

Seorang jurnalis Koran Tempo, misalnya, mengakui
betapa tak mudahnya mengakses informasi publik,
khususnya di Bantul. “Seringkali beberapa pembuat
kebijakan cenderung tidak mau terbuka, terutama soal
angka. Kadang bilang 'lupa’, 'saya tidak punya datanya'.
Akhirnya, dapat informasi justru dari dewan yang terkait
dengan SKPD. Tapi tentu saja kami harus verifikasi data-
data itu. Ya, butuh stamina lah,” ujar Pito Agustin, jurnalis
Koran Tempo itu.

Untoro, warga Desa Jambidan, Banguntapan, yang
membagikan pengalamannya dalam melakukan audit
sosial pendidikan menunjukkan bahwa yang namanya

Informasi publik rupanya tak hanya belum mudah

8 | Edisi: September 2011

APBS (Anggaran Pendapatan Belanja Sekolah) termasuk
dokumen publik yang tak mudah diakses wali murid.
Akibatnya, wali murid tak mendapat informasi tentang
pengelolaan anggaran. Karena tak tahu itu pula, maka
sejumlah wali murid hanya bisa mengenal APBS tak lain
“rincian tunggakan”.

Dari pengalaman Jaringan Rakyat Bantul, ujar
Hernindya Wisnuadji, publikasi dokumen perencanaan
desa masih sangat terbatas. Sehingga sangat sedikit warga
yang bisa mengaksesnya. “Dokumen pelaksanaan program
kerja desa juga belum mendapatkan prioritas untuk
dipublikasikan bagi warga. Jadi, warga tak tahu apakah
program-program desa berjalan sesuai program atau
tidak,”ujar staf IDEA tersebut.

Tidak terbukanya informasi publik, juga merepotkan
pemerintah desa. Dari pengamatan Dasar Widodo, pegiat
Kopel Bantul, ketika menghadapi musrenbang Pemerintah
Desa kebingungan karena tidak ada pagu anggaran dan dan
tidak tahu informasinya seperti apa. “Sehingga,” katanya,
”lebih sering pemerintah desa akhirnya mengajukan
program infrastruktur. Tingkat dusun pun kebingungan
tentang apa yang bisa diusulkan.”

Bahkan, menurut Dasar, untuk melihat LHP (Laporan
Hasil Pemeriksaan) BPKP pun ia mendapat jawaban dari
pejabat instansi: “Ini rahasia negara, Mas.”

Lebih ironis lagi, pemerintah desa banyak yang tidak
tahu bahwa di Bantul ada Perda Transparansi (Perda
Kabupaten Bantul No 07/2005 tentang Transparansi dan
Partisipasi Publik dalam Penyelenggaraan Pemerintahan
di Kabupaten Bantul).

Yang menarik, tapi tentu bukan yang bagus, sejumlah
peserta mengiyakan bahwa akses ke informasi atau
dokumen publik ternyata mudah jika menggunakan lobi
atau kedekatan pertemanan. “Pengalaman IDEA dalam
akses dokumen di Bantul relatif mudah karena relasi sudah
terbangun,” ujar Wisnuadji.

Persoalannya adalah tentu tidak semua warga punya
lobi ke sumber-sumber informasi atau penyedia informasi
publik. Lagipula, pada dasarnya informasi publik (kecuali
yang dikecualikan sesuai UU KIP) haruslah disediakan
oleh badan publik dan bisa secara mudah, murah, cepat
diperoleh warga.

Berkaitan dengan diskusi ini, fakta-fakta tersebut
memperkuat tujuan diskusi yang antara lain untuk
mendorong benar-benar terwujudnya transparansi/
keterbukaan dan mempermudah akses publik terhadap
informasi publik di Bantul.

Dasarnya, menurut Valentina Sri Wijiyati yang menjadi
fasilitator diskusi, akses atas informasi publik
memampukan kelompok rentan untuk mengontrol
program-program pemberdayaan pemerintah. Kemudian,
akses informasi publik yang terbuka akan meningkatkan
kualitas pemberdayaan yang dilakukan pemerintah.

Adapun tujuan keterbukaan informasi publik itu antara
lain memenuhi hak warga negara, mendorong partisipasi,
meningkatkan peran aktif masyarakat dalam pengambilan
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kebijakan, mewujudkan penyelenggaraan negara yang
baik, mengetahui alasan kebijakan publik dan
meningkatkan pengelolaan informasi pada badan publik.
Mendengar cerita pengalaman berurusan dengan
informasi publik tersebut, peserta diskusi pun bersepakat
antara lain merekomendasikan perlunya pembenahan
Perda Kabupaten Bantul No 07/2005 agar memadai sebagai
payung hukum untuk menerapkan keterbukaan informasi
publik. Mengapa demikian? Perda tersebut, yang selama ini
pun “tersimpan dalam laci” tidak sekomprehensif UU KIP
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dalam asas dan tujuan. Begitu pula cakupan informasi
publik. Sanksi pun cuma administratif. Padahal, dalam UU
KIP tercantum sanksi pidana.

Peserta pun merekomendasikan bahwa yang perlu
diberi pemahaman tentang KIP bukan hanya masyarakat
sebagai pihak yang berhak, melainkan juga aparatur
pemerintah sebagai pihak yang menyediakan informasi
publik. Sebab, tak sedikit aparatur pemerintah yang belum
mengetahui hal tersebut. (ded)

sambungan dari hal 7

Ambil contoh. Diberitakan, ada pasangan yang
berjanji akan menjalankan kebijakan pro-perempuan.
Sepintas, janji itu bisa membesarkan hati calon pemilih
perempuan, karena disebutkan akan meningkatkan jaminan
sosial bagi perempuan, seperti santunan biaya kesehatan
dan biaya persalinan. Santunan biaya kesehatan dan
persalinan adalah satu hal di antara sekian banyak masalah
yang dihadapi perempuan. Tapi, tidak ada penjelasan
seperti apa kebijakan pro-perempuan yang dimaksud
pasangan calon itu akan diterapkan untuk mengatasi
persoalan diskriminasi, marginalisasi, dan sebagainya.

Contoh lain, diberitakan ada pasangan calon
mengemukakan akan menjalankan program yang
meningkatkan kesejahteraan  warga kota Yogyakarta.
Melalui program itu, akan dialokasikan dana dari APBD
Yogyakarta untuk kesehatan, pendidikan, serta perbaikan
kampung. Tidak ada penjelasan dari mana dana yang
diperlukan tersebut diperoleh tanpa menyebabkan desfisit
APBD Yogyakarta semakin membengkak. Merujuk situs
Pemerintah Kodya Yogyakarta, untuk tahun 2011 APBD
Yogyakarta mencatat defisit sebesar Rp 94,76 milyar
(www.pemkotyogya.go.id).

Masih banyak contoh lain yang bisa diketengahkan.
Namun contoh itu setidaknya bisa menjadi titik tolak untuk
mengatakan tiga suratkabar yang diamati memilih cara
pemberitaan apa adanya. Apa janji dan program pasangan
calon, diberitakan seperti yang diucapkan saat kampanye.
Dengan cara pemberitaan seperti itu, dianggap tugas sudah
dijalankan dengan baik, serta seolah hendak diperlihatkan
bahwa pers berada dalam posisinetral.

Namun ada hal yang tidak boleh dilupakan. Di mana
pun, setiap calon yang berkampanye dalam pemilihan
umum selalu mengusung tema populis, tema yang
bersentuhan dengan kebutuhan masyarakat yang menjadi
calon pemilih. Tema kesejahteraan, keadilan, kesehatan
dan pendidikan gratis, dan lain sebagainya, merupakan
tema kampanye yang laku dijual. Itulah yang dibungkus
dalam janji dan program yang diumbar dengan kemasan
kata-kata yang seringkali bombastis saat kampanye.

Persoalannya, dengan cara pemberitaan seperti itu, pers
sebenarnya hanya mereproduksi apa yang diumbar
pasangan calon saat kampanye. Singkat kata, pers hanya
menjadi sekadar pemasok informasi. Karena informasi itu
diperoleh berasal dari sumber yang sama (tiga pasangan

calon), pers akan cenderung menghasilkan berita yang
seragam. Jika itu yang terjadi, berita pers tentang pemilihan
walikota Yogyakarta sudah tentu tidak lagi menarik bagi
calon pemilih. Berita semacam itu hanya mampu mengusik
perhatian mereka sejenak saja. Berita semacam itu tidak
mencerdaskan khalayak, tidak mendukung upaya
pendidikan politik, suatu upaya yang seyogyanya juga
perlu dijalankan oleh pers. Khalayak tidak lagi kritis, tidak
rasional saat menentukan pasangan calon yang
akan dipilih.

Masyarakat perlu disiapkan agar mengetahui dan
menyadari perihal posisi dan hak mereka sebagai warga
Yogyakarta dalam proses penyelenggaraan kehidupan
politik melalui pemilihan calon walikota/calon wakil
walikota Yogyakarta. Masyarakat perlu dibantu agar
mampu menilai secara kritis setiap kontestan dalam
pemilihan calon walikota/calon wakil walikota, baik
berdasarkan program kerja maupun berdasarkan
kemampuan atau kualitas calon yang akan dipilih.

Itu berarti calon pemilih perlu memperoleh informasi
yang faktual dan akurat tentang banyak hal terkait dengan
pasangan calon walikota/calon wakil walikota: siapa
mereka, sepak terjangnya, janji maupun program yang akan
dilaksanakan. Dan semua itu bisa dituangkan dalam
laporan, dilengkapi dengan fakta empiris dan juga pendapat
narasumber ahli, sehingga calon pemilih mempunyai titik
pijak untuk mengkritisi sejauh mana program yang
dilontarkan pasangan calon bisa dilaksanakan. Dengan
demikian, calon pemilih memperoleh makna lain terkait
janji dan program yang disampaikan pasangan calon saat
kampanye. Berita pers menjadi lebih kaya informasi, tidak
lagi seragam. Karena lebih kaya informasi, minat khalayak
untuk mencermati berita yang disiarkan pers tumbuh subur.
Sekaligus berita pers menjadi pemicu lahirnya proses aktif
dalam benak khalayak untuk mencermati setiap fakta
terkait setiap pasangan calon  maupun janji yang
dilontarkan selama kampanye.

Baru kemudian khalayak sebagai calon pemilih dapat
menentukan sikap, kepada siapa legitimasi akan diberikan
melalui pemilihan untuk menjalankan roda pemerintahan
di kota Yogyakarta. Dan legitimasi yang diberikan itu
sungguh merupakan keputusan politik yang ditetapkan
berdasarkan pertimbangan rasional oleh setiap warga.
(rondang pasaribu)
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pa yang telah digali dan dipraktikkan oleh aktivis
konservatif ~ James O'Keefe telah menjadi
perbincangan banyak orang, tapi tekniknya telah

memicu perdebatan jurnalistik: Kapan dan bolehkah
wartawan melakukan penyamaran?

Menggunakan kamera video tersembunyi, O'Keefe
berpose sebagai germo untuk mengungkapkan dugaan
penyelewengan di kantor ACORN (sebuah Grup
Organisasi Kemasyarakatan). Dia kemudian mendapatkan
pengakuan dari beberapa orang yang mengaku sebagai
donor potensial dalam pertemuan dengan penggalang dana
NPR. Video O'Keefe menciptakan “kehebohan” di
kalangan politikus dan media, tak lama kemudian mereka
mengkritik keras dengan mengatakan bahwa berita itu
sangat menyesatkan.

Banyak unsur kejenakaan O'Keefe dalam video itu saat
dia harus menyamar. Tapi Stephen Ward, pengelola Pusat
Etika Jurnalisme di Program Jurnalisme Universitas
Wisconsin-Madison mengatakan, wartawan harus berpikir
panjang dan keras sebelum memulai sebuah proyek
pelaporan/ pemberitaan dengan cara menyamar.

“Teknik menyamar memerlukan beberapa trik/
penipuan yang rumit. Secara etika pun itu salah, sehingga
harus menjadi keadaan yang luar biasa, jika kemudian Anda
harus memutuskan untuk melakukan penyamaran," kata
Ward. "Tanggung jawab ada pada Anda untuk
membuktikan bahwa sebagai wartawan Anda perlu untuk
menyamar."

Ward mengatakan wartawan saat akan melakukan
penyamaran sebaiknya harus bertanya pada diri sendiri
dengan menjawab pertanyaan-pertanyaan berikut:

Apakah cerita itu melibatkan sesuatu yang sangat
menarik bagi publik, sesuatu yang sangat penting?

Apakah cerita itu melibatkan mengungkap beberapa
jenis kesalahan atau kegiatan kriminal?

Apakah Anda memiliki beberapa bukti awal kesalahan
seperti itu? "Langkah ini seharusnya jangan digunakan
sebagai alat untuk memancing," kata Ward.

Dapatkah Anda mendapatkan cerita dengan cara lain?
Ataukah menyamar adalah satu-satunya pilihan?

Jika Anda menyamar, dapatkah Anda menjelaskan

secara penuh dan jujur kepada publik apa yang Anda
lakukan dan mengapa Anda melakukannya?
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"Menggali berita dengan menyamar, haruslah
dilakukan dengan hati-hati dan deliberatif," kata Ward.
"Anda perlu berbicara dengan editor, kalau perlu
dikonsultasikan dengan pengacara Anda. Dan Anda harus
mempertimbangkan apakah akan ada kerugian bagi orang-
orang yang menjadi sumber berita."

Kerja jurnalistik dengan cara menyamar "adalah salah
satu cara yang dapat digunakan oleh wartawan namun
prosesnya harus dilakukan secara bertanggung dan penuh
kehati-hatian,” demikian kata Ward. Sebab yang terjadi
sekarang adalah, bisa saja ini disalah gunakan oleh orang-
orang demi tujuan politik mereka sendiri."

Ward memprediksi bahwa partisan politik akan
menghasilkan video yang jauh lebih hebat dari karya
O'Keefe. "Dalam beberapa kasus informasi menarik akan
tampil di permukaan, tetapi ini akan merugikan citra
wartawan di mata publik," katanya. "Orang akan mulai
bersikap sinis karena mereka menyadari mercka telah
ditipu."

Ketidakberpihakan adalah kunci mereka (partisan
politik), kata Ward. "Anda jangan menyamar hanya untuk
mendapatkan kembali lawan politik Anda. Anda
melakukan itu seharusnya hanya untuk menghentikan
kesalahan. Tapi, orang-orang ini menyamar hanya untuk
mempermalukan musuh-musuh politik mereka."
(Terjemahan bebas dari artikel When is it Okay for
Journalist to go Undercover?

Sumber: www.journalism.about.com)
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menimbulkan kepanikan ribuan warga lereng Merapi

saat Gunung Merapi meletus November 2010
secharusnya tak perlu terjadi jika si reporter mempunyai
pengetahuan yang cukup tentang dua hal. Pertama,
pengetahuan tentang wilayah liputan. Kedua, pengetahuan
tentang bencana gunungapi atau kegunungapian.

Ada dua informasi yang disiarkan langsung dengan akibat
sangat fatal. Pertama, ketika reporter melaporkan bahwa awan
panas menjangkau jarak 20 kilometer dari puncak Merapi. Ini
membuat panik ribuan warga yang berada dalam jangkauan
jarak tersebut. Padahal, yang menyebar hingga sejauh itu
hanyalah abu vulkanis dalam wujud hujan abu. Masyarakat
sekitar gunungapi, khususnya warga Yogyakarta, sangat tahu
perbedaan antara awan panas dengan hujan abu. Masyarakat
tidak akan panik, apalagi sampai mengungsi, jika cuma terjadi
hujan abu.

Kedua, ketika reporter mengabarkan bahwa awan panas
telah mencapai Jalan Kaliurang KM 6,5. Ini juga
menimbulkan kepanikan masal. Terjadilah gelombang
pengungsian. Jalan raya penuh sesak kendaraan bermotor
warga yang ketakutan. Padahal, yang terjadi adalah awan
panas telah meluncur sejauh 6,5 kilometer. Lagipula, tidak ada
fakta bahwa awan panas sejauh itu menerjang kawasan
Kaliurang. Yang diterjang adalah sisi timur Kaliurang.

Pemberitaan salah yang pertama menunjukkan bahwa si
reporter tidak bisa membedakan awan panas dengan hujan
abu. Yang kedua, si reporter tidak bisa membedakan antara
Kaliurang dan Jalan Kaliurang. Kaliurang berjarak sekitar 30
kilometer dari Kota Yogyakarta. Adapun Jalan Kaliurang
adalah ruas jalan yang menghubungkan Kota Yogyakarta
bagian utara dengan Kaliurang. Titik Jalan Kaliurang KM 6,5
terletak sekitar 18 kilometer dari Kaliurang atau hampir 25
kilometer dari puncak Merapi. Titik ini sangat jauh dari jarak
terjauh luncuran awan panas saat itu.

Cerita di atas merupakan realitas dunia penyiaran televisi
saat mengabarkan bencana. Minimnya pengetahuan tentang
wilayah liputan dan jenis bencana si reporter ditambah
ketergesaan untuk segera menyiarkan fakta yang tidak
diverifikasi menyebabkan berita bencana justru menimbulkan
bencana baru.

Dan memang tampaknya bencana, yang di negeri ini
sangat sering terjadi, menjadi lahan subur bagi media
penyiaran untuk pemberitaan. Tentu saja dari sisi jurnalisme
tidak salah. Persoalannya, ketika kepentingan
bisnis/komersial dari media televisi justru lebih mengemuka
daripada sisi jurnalismenya. Berlomba-lomba memberitakan
secara eksklusif dan cepat tentu baik bagi televisi yang
memiliki kelebihan dari aspek aktualitas. Ini yang tak dimiliki
media cetak. Namun, jika penyiaran berita bencana mengejar
cksklusifitas dan kecepatan dengan mengabaikan etika dan

Cerita tentang laporan langsung reporter 7VOne yang

akurasi fakta serta data hanya
demi mengejar rating, maka
yang dirugikan adalah publik.

Potongan-potongan fakta
penyiaran bencana tersebut
merupakan bagian dari buku
yang merupakan kumpulan
tulisan dari 46 peserta kelas
perkuliahan isu-isu kontem-
porer “B” Program Studi [lmu
Komunikasi UMS. Melalui buku ini para penulis membagikan
hasil pengamatan kritis mereka terhadap perilaku media
penyiaran, khususnya televisi, iklan dan kegiatan CSR
(Corporate Social Responsibility) terkait bencana.

Hasil pengamatan tersebut dibagi ke dalam tiga bagian:
Bagian 1, Bencana dalam Dunia Penyiaran, Bagian 2. Iklan
dan Bencana, dan Bagian 3. Public Relations, CSR dan
Bencana. Sebagian besar artikel untuk ketiga bagian tersebut
menggunakan kasus bencana meletusnya Gunung Merapi
Oktober-November 2010. Kasus bencana lainnya yang
diamati yaitu peristiwa jebolnya tanggul Situ Gintung,
Tangerang dan sekilas tentang tsunami Aceh.

Pengamatan para penulis menunjukkan kesamaan bahwa
bencana, khususnya meletusnya Gunung Merapi, telah
menjadi obyek untuk mengeruk keuntungan baik politis
maupun finansial. Televisi lebih menekankan pada
perlombaan mencapai rating dengan mengabaikan akurasi,
verifikasi data dan fakta serta etika. Ormas, partai politik, juga
perusahaan berlomba-lomba menjadikan kawasan bencana
sebagai ajang kampanye maupun promosi produk dengan
berbagai cara. Singkat kata bencana menjadi sarana beriklan
bagi mereka. Meskipun dalam program CSR banyak manfaat
dirasakan masyarakat, khususnya korban bencana, toh tetap
saja keuntungan besar diraih perusahaan yang melakukan
program CSR, yaitu citra perusahaan (corporate image), yang
akhirnya berimbas pada keuntungan finansial.

Sayangnya, buku yang ditulis dengan jumlah kontributor
mencapai 46 orang ini tidak disunting secara memadai. Begitu
banyak terjadi pengulangan pembahasan tentang topik yang
semestinya bisa dipaparkan di bagian awal sub bagian, ditulis
kembali di artikel-artikel pendukung sub bagian oleh
penulis/tim penulis yang berbeda. Untuk Bagian 1 yang
bertajuk Bencana dalam Dunia Penyiaran, paparan tentang
definisi, teori, konsep-konsep dasar jurnalistik, muncul
mengawali atau tiba-tiba “nyelonong” di tengah bagian di
beberapa dari delapan artikel. Ini menyebabkan pembaca
mengulang lagi membaca hal-hal serupa yang sebetulnya
sudah dipaparkan di artikel awal. Gangguan ini sangat terasa
sehingga menyulitkan pembaca mengikuti alur pembahasan
antar artikel, maupun dalam artikel itu sendiri. Kesannya
adalah setiap tim ingin menuangkan pengetahuan dasar
tentang jurnalistik sebagai pengantar dalam tulisannya.

Tak ada salahnya jika tim penulis menyunting ulang dan
menerbitkan edisi perbaikannya. Sebab, buku ini bukan saja
bermanfaat bagi pelaku media penyiaran, khususnya televisi,
juga bagi pihak-pihak lain dalam menyikapi dan
mengkomunikasikan bencana. Bukan menjadikan bencana
sebagai ajang mengeruk keuntungan. (ded)
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